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Abgract: The purpose of this study evaluates the stunting intervention policy in Riau Province
in 2018 and 2019. The object of study isthe Government of Rokan Hulu Regency, Kampar Regency
and Riau Provincial Government, especially the Regional Development Planning Agency and the
Health Office. Field observationsand interviewsintwo villagesin Rokan Hulu Regency and one
village in Kampar Regency included in the stunting locus according to Riskesdas. The method
used isamixed method with aminimum analysisthat is quantitative-descriptive analysis supported
by qualitative analysis obtained from in-depth interviews, field observations and FGDs. The
government in a structured manner starting from the central and regional governments has made
various interventions towards stunting. Local governments have not included stunting as an
indicator of health performance outcomes. The Health Department hasworked on several programs
and activitiesrelated to stunting interventions. Performance targetsfor health service performance
have been included in performance agreements and reported in the Government Institution
Performance Report (LK]jIP) of the Kampar District Government. The central government has
budgeted special transfer fundsthrough the 2018 Special Allocation Fund (DAK) and 2019 DAK.
The Riau Provincial Government has only accommodated the handling of stunting in the 2014-
2019 RPIMD revision planning document. Stunting interventions in Riau Province have been
carried out through specific and sensitive intervention strategies. Specific interventions are
mostly inthe programs and activities of the Health office, both the Heal th Office. Coordination at
the provincial level has not been found for cross-sectoral coordination so that the existing
programs and activities run each with a different target.

Abstrak: Tujuan studi ini mengevaluasi kebijakan intervensi stunting di Provinsi Riau tahun
2018 dan 2019. Objek kajian adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan
Pemerintah Provinsi Riau, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas
Kesehatan. Observasi lapangan dan wawancara di dua desadi Kabupaten Rokan Hulu dan satu
desa di Kabupaten Kampar yang masuk dalam lokus stunting menurut Riskesdas. Metode yang
digunakan berupa mixed method dengan analisis minimum yaitu analisis kuantitatif-deskriptif
yang didukung analisis kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi lapangan
dan FGD. Pemerintah secaraterstruktur mulai dari pemerintah pusat dan daerah telah melakukan
berbagai upaya intervensi terhadap stunting. Pemerintah Daerah belum memasukkan stunting
sebagal indikator capaian kinerjakesehatan. Dinas K esehatan tel ah mengerjakan beberapaprogram
dan kegiatan yang berkaitan dengan intervens stunting. Target pencapaian kinerjadinaskesehatan
telah dimuat dalam perjanjian kinerjadan dilaporkan dalam Laporan Kinerjalnstansi Pemerintah
(LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kampar. Pemerintah pusat telah menganggarkan dana transfer
khususmelalui DanaAlokas Khusus(DAK) 2018 dan DAK 2019. Pemerintah Provinsi Riau baru
mengakomodir penanganan stunting dalam dokumen perencanaan revisi RPIMD Tahun 2014-
2019. Intervensi stunting Provinsi Riau telah dilakukan baik melalui strategi intervensi spesifik
maupun sensitif. Koordinasi di level Provinsi belum ditemukan adanyakoordinasi lintas sektor
sehingga program dan kegiatan yang ada berjalan masing-masing dengan sasaran yang berbeda.

Katakunci: kebijakan, intervensi stunting, capaian kinerja, dan perjanjian kinerja.

PENDAHULUAN

Perhatian globd terhadapgizi kurang sangat
besar saat ini. Hal itu untuk meningkatkan kese-
jahteraan miliaran orang, dengan konsekuens
positif bagi kesehatan, perkembangan, sekolah,
dan penghasilan mereka (Leroy & Frongillo,
2019). Adasekitar 160 jutaanak di bawah usia
5tahundantinggd di negaraberkembang sangat
kekurangan gizi (de Onis & Branca, 2016).
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Kekurangan gizi kronis padakehidupan awal
akan merugikan masadepan, termasuk kurang
pendidikan, keterampilan kognitif yang lebih
buruk, pendapatan yang lebih rendah danlebih
tinggi kemungkinannyahidup dalam kemiskinan
(Hoddinott, Rosegrant, & Torero, 2013).
Konsekuensi dari anak stunting bersifat
jangkapanjangtermasuk peningkatan morbiditas
dan mortditas, perkembangan anak yang buruk
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dankepagtasbe gar, rentaninfeks dan penyakit
tidak menular di masadewasa, dan berkurangnya
produktivitasdan kemampuan ekonomi (Stewart,
lannotti, Dewey, Michaelsen, & Onyango,
2013). Persodanlainnya, secaraekonomi akan
menghambat pertumbuhan ekonomi dan pro-
duktivitas pasar kerja. Hilangnya sekitar 11
persen dari PDB dan mengurangi pendapatan
pekerjadewasahingga20 persen. Selanjutnya
akan memperparah ketimpangan (inequality)
danmengurangi 10 persen dari tota pendapatan
seumur hidup, akibatnyamemperparah kemiski-
nan antar-generasi. Di masamendatang akan
menghambat pembangunan dan pe uang menjadi
negaramaju.

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
mengenal balitapendek di Indonesiapadatahun
2013 adalah (37,2 persen), jikadibandingkan
padatahun 2010 (35,6 persen) dan tahun 2007
(36,8 persen) tidak menunjukan penurunan/
perbakanyangdgnifiken (Kementerian K esehatan,
2013). Persentase tertinggi pada tahun 2013
add ah Proving NusaTenggaraTimur (51,7 persen),
Sulawes Barat (48,0 persen), danNusaTenggara
Barat (45,3 persen), sedangkan persentase
terendah adalah Provins Kepulauan Riau (26,3
persen), DI Yogyakarta (27,2 persen) dan DK
Jakarta (27,5 persen) (Kementerian K esehatan,
2016).

Banyak kgiandi Indonesatdlah membahas
faktor penentu kesehatan dan perawatan kese-
hatan. Antaralain, aksesyang tidak memadai
ke perawatan kesehatan dikaitkan dengan anak
stunting (Anwar, Khomsan, Riyadi, & Mudjganto,
2010), (Bardosono, Sastroamid]ojo, & Lukito,
2007), dan (Torlesse, Cronin, Sebayang, &
Nandy, 2016). Anak-anak yang memiliki risko
kematian tinggi, seringkali dapat dengan cepat
diatas denganterapi nutris (Bhutta, et d., 2017).
Sebaliknya, anak-anak yang dikategorikan
terhambat pertumbuhan tinggi badannya, tidak
dapat menerimakoreks nutris karenadianggap
memer|ukan pencegahan daripada pengobatan
(Bergeron & Castleman, 2012). Perluintervens
program dan pembiayaan mengatas kekurangan
gizi akut dan kronissebagai program yang ber-
bedaoleh parapembuat kebijakan (Deve opment
Initiatives, 2018).

Dalam Riskesdas 2013 jumlah stunting
mencapai 9 jutaanak (37,2 persen) dan pada
Sirkesnas 2016 menjadi 33,6 persen. Di Riau,
berdasarkan Riskesdas 2013, Kabupaten
Rokan Hulu menjadi daerah tertinggi dengan
prevalens stunting mencapal 58,9 persen dan
menurun menjadi 27,3 persen padatahun 2018
(Kementerian Kesehatan, 2018). Penurunanini
salah satunyadicapai dari hasil upayaK emen-
terian Kesehatan Republik Indonesiamelalui
pel aksanaan percepatan penurunan stunting.
Kabupaten Kampar padaRiskesdas 2013 me-
miliki prevaens stunting mencapa 32,1 persen
dan setelah limatahun tidak adaperbaikan atas
preva ensinya, tetap 32,1 persen.

Implementas kebijakanintervens stunting
di Provins Riaudimulai di Kabupaten Rokan
Hulu padatahun 2018 dan kebijakanintervens
di Kabupaten Kampar dimula padatahun 2019.
Implementasi tersebut menjadi fokusevaluas
kebijakan. P aksanaanintervens sunting di dua
kabupaten tersebut perlu ditdlash dan dievauas
berdasarkan permasal ahan-permasa ahan yang
terdapat di |apangan terkait penerapan kebijakan
intervens stunting.

METODE

Objek kgjian add ah Pemerintah K abupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Pemerintah
Provins Riau, terutama Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Dinas K esehatan.
KeduaOrganisas Perangkat Daerah (OPD) ini
terlibat langsung sgj ak perencanaan dan pelak-
sanaan kebijakanintervens penanganan stunting.
Obsavas lgpangan danwawancarajugadilakukan
pada 2 (dua) desa di Kabupaten Rokan Hulu
dan 1 (satu) desadi Kabupaten Kampar yang
masuk dalam | okusstunting menurut Riskesdas.

Metodologi di dalam evaluas Intervens
Penanganan Stunting Terintegras Di Riaumeng-
gunakan metodekuditatif. Penggunaanindikator
Dunn untuk mengevauas kebijakan publik di-
butuhkan untuk mengukur keberhasilan program
dan kebijakan publik (Dunn, 2017). Metodeini
memanfaatkan datakuantitaif untuk menggali
informas lebih ddamyangbersfat kuditetif yang
diperoleh melalui wawancara dan observas,
serta diskusi kelompok terarah. Metodologi
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yang digunakan berupamixed method dengan
analisis minimum, yaitu analisis kuantitatif-
deskriptif yang didukung andisiskuditatif yang
diperol eh dari wawancaramendalam, observas
lapangan dan FGD.

TelashatasRPIMN, RPIM Proving Riau
dan RPIM K abupaten Rokan Hulu dan Kampar
sertarencanastrategis Dinas K esehatan untuk
mengandis skesd arasan perencanaan. Laporan
Kinerjalnstans Pemerintah dimanfaatkan untuk
mengevaluas program dan kegiatan intervens
yangtdah diimplementasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
K ebijakan Penanganan Suntingdi Kabupaten

Pemerintah secaraterstruktur mulai dari
pemerintah pusat dan daerah telah melakukan
berbagal upayaintervens terhadap stunting.
K ementerian Kesehatan sebaga instans utama
daam penanganan stunting di tingkat pusat telah
melakukan berbagal upayasalah satunyamem-
bentuk tim untuk Verifikas DataSituas Stunting
di 10 kabupaten/kota, 100 desalokus stunting
yangadadi Indonesia Timverifikad ini bertujuan
untuk meakukanverifikes datagtuntingdi deerah.
Awal tahun 2018, Kementerian Kesehatan
bersamaingtand di daerah seperti DinasK eschatan
Proving dan DinasK esehatan K abupaten Rokan
Hulu melakukan verifikas datasituas stunting
di Kabupaten Rokan Hulu.

Pelaksanaan verifikas datasituas stunting
Kabupaten Rokan Hulu terbagi menjadi 3 ke-
lompok dan mengunjungi 6 puskesmasdari 10
desalocus, sertamengunjungi masyarakat. Tim
yang menggali informas padamasyarakat yang
mempunya anak stunting melakukan penddaman
informasi mengenai perilaku hidup bershdan
sehat (PHBS), pengetahuan ibu tentang stunting
dan penyebab stunting, kelengkapanimunisas
dasar anak bdita, sanitad lingkungan, pemberian
tablet tambah darah dan obat cacing padaibu
dan balita, dan lain sebagainya. Sedangkan tim
verifikas datadi puskesmasmencari infomasi
tentang ketersediaan tenagapromos kesehatan,
gizi, aau punkesehatan lingkungan, ketersediaan
media untuk membantu penyuluhan kepada
masyarakat, sertamemeriksaketersadiaan|ogistik
obat-obatan. Beberapa hasil yang ditemukan

adal ah jumlah bayi kategori stunting tidak se-
banyak yang ditemukan padahes| Riskedas2013.

Hasll inventarisawa datastunting tersebut
mengemukakan bahwasal ah satu pendekatan
kel uargadengan membentuk tim PembinaDesa
di setiap Puskesmas. Setiap Puskesmas juga
dapat turun ke desa, sehingga pembinaan tidak
hanyaterletak padabidan desatetapi harusada
pembinaan yang berjenjang. Di dalam dokumen
perencanaan Kabupaten Rokan Hulu belum
memuat sunting sebagal indikator dalam dokumen
RPIMD 2016-2021. Pemerintah Rokan Hulu
memuat Misi Kedua yaitu “Mewujudkan sumber
dayamanusacerdasdan sehat dilandas kemanan
dan ketaqwaan”. Seharusnya dalam misi kedua
ini menjadi payung terhadapisu stunting. Seiring
dengan itu, Renstra Dinas K esehatan Rokan
Hulu hanya memasukkan beberapaindikator
pencapaian mis tahun 2018 tanpaadaindikator
gunting. Bebergpalndikator kesehatan Pemerintah
Rokan Hulu tahun 2018 adalah A: 16/1000
Kelahiran Hidup, AK: 100/100.000 Kelahiran
Hidup, Umur Hargpan Hidup: 72 Tahundan Satus
Gizi: Gizi Buruk < 2 persen.

Pemerintah Rokan Hulu melalui Dinas
K esehatan tel ah mel akukan beberapa program
dan kegiatan yang berkaitan dengan intervens
stunting. Target pencapaian kinerjaDinasK ese-
hatan tel ah dimuat keddam perjanjiankinerjadan
dilaporkan dalam Laporan Kinerjalnstans Pe-
merintah (LK]IP). Dinas K esehatan K abupaten
Rokan Hulu Tahun 2018 memiliki 15 Program.
Kabupaten Rokan Hulu dalam Laporan Pena-
nganan Stunting jugatel ah mengel ompokkan
bebergpakegiatanintervens stuntingtahun 2018,
diantaranya 1) PenyusunanRegulad, 2) Penyu-
sunan RencanaAks Daerah (RAD), 3) Koordi-
nasi Konvergens LP/LS, 4) Penguatan Peng-
gerakan Pelaksanaan Intervens spesifik dan
sengitif, 5) Monitoring dan Evauasi, dan 6)
Pencatatan dan Pelaporan

DesaKepayang K ecamatan K epenuhan
Hulu menjadi satu lokusdesastunting di Kabu-
paten Rokan Hulu, dimanadi desaini ditemui
sebanyak 18 orang anak dengan pertumbuhan
anak tergolong lambat, kerdil tidak sesua dengan
usamereka Penetgpan desastuntingini didasar-
kan hasi riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2013.
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Di Desa Kepayang, sebagai Kampung
KB, tdahterbentuk kader Peran Pembantu Pambina
KeduargaBerencanaDesa(PPKBD) yang difa-
silitass BKKBN. Kader PKKBD sangat ber-
peran di dalam meningkatkan SDM di Desa
K epayang medui kegiatan-kegiatan yang dilak-
sanakannya BKK BN jugamembentuk kel ompok
BinaKeuargaBdita(BKB) yang mendukung
penyiapan generasi emasyang berkualitas, se-
bagal bagiandari program Kampung KB di Desa
Kepayang. PKKBD dan kelompok BKB ini
beradadalam satu komplek dengan Posyandu
menjadi Posyandu Terpadu. Beberapa faktor
yang mendukung terlaksananyasuatu program
adalah komunikas yang sudah berjalan dengan
balk, sodaisas dan pusat kesehatan masyarakat
dengan mdlibatkan lintassektor, sedangkan faktor
penghambat termasuk sumber dayainfrastruktur
measi hterbatas (Pujosiswanto, Pautturi, & 1shak,
2018).

Partisipas yang memiliki anak di bawah
duatahun (baduta) cukup baik, terutamadalam
mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Pos-
yandu Terpadu, di manaletaknyaberseberangan
dengan Puskesmas Pembantu. Masyarakat
secarasukareladan secaralangsungikut serta
da am kegiatan yang sudah ditetapkan oleh tim
kesehatan. Partisipas orang tuabadutaadalah
keterlibatan aktif individu maupun kelompok
dal am proses yang berdampak pada penurunan
prevalens stunting di DesaK epayang.

Permasa ahan yang muncul di DesaK epa-
yang (menurut penuturan KepalaDesa) adalah
dari 18 anak stunting ada9 anak yangtidak bisa
diintervens dengan berbagal kegiatan yang di-
laksanakan di desa. Tingkat partispas ibu Bdita
dalam mengikuti kegiatan pos peayanan terpadu
(Posyandu) diketahui bahwabeagi merekakd uarga
pekerjakebun kd gpasawit, nihil. Pembangunan
kesehatan di daerah terpencil seringkai meng-
alami hambatan karena kondisi geografis,
kurangnyasaranatransportas, komunikas serta
adanyaketergantungan padamusim menjadikan
biaya pembangunan kesehatan menjadi sangat
mahal (Luti, Hasanbasri, & Lazuardi, 2012).

Orang tua anak-anak stunting tersebut
bekerjasebaga buruh perkebunan sawit sehingga
tidak terpapar informas dan pelayanan kesehatan

yang baik. Pihak desakesulitan untuk menginter-
vens merekalantaran ketiadaan kartu identitas.
Pernah dicoba untuk berkomunikasi dengan
pihak dengan perusahaan kel apa sawit untuk
mengatad hd ini, namun pihak perusahaan hanya
menyediakan tempat penitipan anak tanpa
melakukaninvervend gizi kepadamereka

Parabadutayang mengalami stunting di-
sebabkan oleh pekerjaan orang tuamerekaseba
gai buruh tidak tetap terutama pendatang dari
Nias. Mereka tidak mendapatkan pelayanan
kesehatan yang baik yang tel ah disediakan Desa
K epayang. Pel aksanaan Posyandu Terpadu, ter-
masuk penimbangan dan pembeariangizi tambahan,
dilaksanakan padahari kerja. Sedangkan kedua
orang tua badutatersebut masih bekerja, dan
cuti hanyadi hari Minggu. Sehinggatidak selaras
waktu libur dan waktu pel aksanaan posyandu.

K esenjangan dalam pemanfaatan pusat
kesehatan jugaditemukan dalam kategori lain,
yaitu status pekerjaan, tingkat sosial ekonomi,
waktu perjaanan dan biayatransportas ke pusat
kesehatan (Laksono, Wulandari, & Soedirham,
2019). Has| observas di DesaK epayang, waktu
dan biaya ke pusat kesehatan menjadi dilema
bagi orang tuayang memiliki baduta menjadi
buruh tidak tetap, di manamerekatidak terdaftar
menjadi karyawan tetap perusahaan tersebut,
tapi tetap bisabekerjasehinggahak-haknyapun
menjadi tidak jelas. Pihak desa sulit untuk
memperjuangkan hak-haknyaaau mengintervens
perusahaan karenamerekatidak memiliki kartu
indentitas seperti KTP. Akibatnya prevalensi
stunting di DesaK epayang masihtinggi. Desa
sulit memberikanintervens padabadutaterkait
orang tua mereka yang tidak memiliki kartu
identitas.

K eadaan yang demikian berdampak pada
baduta di desayang tidak terlindungi dengan
lingkungan dan kesehatan yang baik. Pihak desa
berupayaberdia og dengan mang amen perusa-
haan perkebunan terkait untuk dapat menyeesa-
kan kasustersebut terutama mencegah baduta
mereka menjadi stunting. Perlu peran Dinas
K etenagakerjaan K abupaten Rokan Hulu untuk
dapat membantu menye esaikan masalahizin
buruh perkebunan sawit untuk membawaanak
bedutamerekake pasyandu padahari penimbangan
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dan pemberian gizi tambahan. Tenagakesehatan
yang adajugaperlu meningkatkan kemampuan
analisis permasa ahan kesehatan, merumuskan
danmdakukan advokas program dan kebijakan
kesehatan dalam rangka pengembangan dan
pengel olaan sumber dayamanusiakesehatan
(Putri, 2017).

Penyebab permasa ahan yang mendorong
perlunyaprogram penanganan stunting, antara
lain mas h rendahnyapemahaman ibu terhadap
stunting. Hal ini ditemukan di beberapalokasi
seperti Desa Teluk Aur Kecamatan Rambah
Samo Kabupaten Rokan Hulu. Ada 3 (tiga)
kaian yang melihat hubungan antarapendidikan
ayah dan ibu dan anak stunting tetapi tidak
menentukan hubungan manayang lebih kuat (
(Sari, etd., 2010), (Semba, et d., 2011), (Semba,
et a., 2007)). Terdapat hubungan antara pen-
didikan ayah dan anak stunting tetapi hubungan
yang lebih kuat antarapendidikan ibu dan anak
stunting (Best, et d., 2008) dan (Rachmi, Agho,
Li, & Baur, 2016).

Pemerintah desa telah mengupayakan
membuat intervend terpadu dengan caramemba-
ngun PAUD, Posyandu dan Pustu yang berde-
katan dalam satu pekarangan. Tujuannyaagar
mudah diakses, mempersingkat waktu dan
menghemat biaya. Harapannnyaadal ah ketika
seorang ibu mengantar anaknyasekolah PAUD
maka bisada am waktu bersamaan mel akukan
kunjungan posyandu dan akses pustu untuk
mendapatkan makanan tambahan bergizi. Ada
studi yang menunjukkan bahwakeadian sunting
dipengaruhi oleh asupan energi, asupan protein,
pendapatan kel uarga. Asupan protein dipengaruhi
oleh pendidikan ibu, status pekerjaan ibu, dan
pendapatan keluarga (Utami, Indarto, & Dewi,
2017).

K abupaten Kampar bd ummemuat sunting
sebagal indikator ddlam dokumen RPIMD tetapi
telah dimuat dalam Misi Pertama yaitu “Me-
nyiapkan SDM yang Handal dan Profesional”.
Mid ini menjadi payung terhadapisukuditasdan
akses pelayanan kesehatan khususnyastunting
dengan sasaran meningkatnyadergat kesehatan
masyarakat. Namun indikator tersebut belum
menjel askan secaraeksplisit stunting sebagai
indikator pembangunan daerah.

Pemerintah Kampar melalui dokumen
Perencanaan Strategis(renstra) DinasK esehatan
Kampar telah memasukkan beberapalndikator
pencapaian yang seharusnya dapat menjadi
payung terhadap kegiatan penanganan stunting.
Pemerintah Daerah bisamel aksanakan belanja
Ssesua dengan rencanadrategisjangkamenengah
bagi pencapaian indikator kinerjayang telah
ditetapkan (Fanggidae & Manafe, 2019).
Namun Pemerintah Kabupaten Kampar belum
memasukkan stunting sebagal indikator capaian
kinerjakesehatan. Indikator pencapaian Renstra
Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar tahun
2018, diantaranyayaitu persentase Puskesmas
yang terakreditas (persen) yaitu 27,26 persen,
Peningkatan Tipe Rumah Sakit Daerah yaitu C,
Ras o tenagakesehatan per kecamatan yaitu 13
persen, Angka Harapan Hidup (tahun) yaitu
69,6, Persentase penduduk dengan jaminan
kesehatan (persen) yaitu 82 persen.

Walaupun belum dicantumkan dalam
indikator capaian kinerjaDinas Kesehatan Ka
bupaten Kampar, DinasK esehatan telah mela-
kukan beberapa program dan kegiatan yang
berkaitan dengan intervens stunting. Target
pencapa an kinerjaDinasK esshatan tdah dimuat
dalam perjanjian kinerjadan dilaporkan daam
Laporan Kinerjalnstans Pemerintah (LK]jIP)
Pemerintah Kabupaten Kampar. DinasK ese-
hatan Kabupaten Kampar Tahun 2018 memiliki
21 Programterkaitintervens stunting. Berdasar-
kan dataentry ePPGBM tanggal 18 Juni 2019,
dari 28.711 baitayang ditimbang, tinggi badan/
usiamakaditemukan 6.581 balitamasuk kate-
gori Stunting (sangat pendek / pendek) atau setara
22,92 persen.

Keadaan di salah satu lokus stunting di
K abupaten Kampar tidak menunjukkan adanya
gambaran umum berkenaan dengan desastunting
seperti yang ditemui di K abupaten Rokan Hulu.
Desa Ranah Singkuang K ecamatan Kampar
Kabupaten Kampar masuk sebagal desastunting.
Dari dialog dengan wargadan aparat desa, tidak
lagi ditemui badutayang terindikasi/prevaens
stunting. Bebergpatahun [alu, memang ditemui
adanyabalitadengan kondis gizi buruk.

Sebelum ditetgpkan sebagai |okus penang-
gulangan stunting, desaini sudah melakukan
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bebergpaprogram berkenaan dengan pencegahan

stunting. Salah satunya adalah ceramah atau

sosialisas kepada golongan tua (nenek yang
memiliki cucu usiaremgja) untuk tidak lagi me-
maksa cucu merekaberumah tanggapadausia
dini. Petugas|apangan KB perlu berupayame-
madukan kembali kebijakan kesehatan. Jika
tidak, akan muncul kembali perkawinan usia
muda (Fatoni, et ., 2015). Saat ini (duatahun
terakhir) di DesaRanah Singkuang tidak lagi

ditemui adanya pernikahan di usia remga.

Apakahini sebagai suatu keberhasilan usaha

sosialisas yang dilakukan PLKB atau karena

semakintingginyapartispas sekolahusa SLTA?

Belum bisadipastikan karenabelum adariset

yang spesifik.

Obsarvas di DesaRanah Singkuang terlihat
fasilitas kesehatan yang ada cukup baik untuk
ukuran sebuah desa. Desamemiiliki mobil ambulan
sendiri yang dibeli dari APBDesa. Alokas untuk
pembangunan kesehatan merupakan peningkatan
kapasitas sektor kesehatan dalam memanfaatkan
peluang anggaran desa(Suarsih, et a., 2017).
Melaui program-program yang dilakukan oleh
instangd pusat, proving dan kabupaten, desatelah
memiliki sumber ar bershsendiri. Mddui program
dari Kementerian Pekerjaan Umum, program
sanitas jugasudah sangat baik.

Perbedaan data Riskesdadan kondisi di
desa pada awa hya menyebabkan pihak desa
merasa malu karena menjadi lokus stunting.
Namun dengan banyaknyaprogram yang ditu-
runkan ke desa, merekamemperoleh prioritas
dalam pembangunannya. Pihak Puskesmas
meakin sering menghadiri hari posyandu dan pihak
Dinas K eschatan memberikan gizi tambahan di
setigp aksi posyandu di desa.

Berdasarkan hasil FGD dengan berbagai
stakeholder di Kabupaten Rokan Hulu dan
Kampar dapat diidentifikas beberapapermasa
lahan terkait dengan intervensi penangangan
stunting di duakabupaten di Proving Riaul.

1. Di awal mengimplementasikan intervensi
sunting, Pemerintah Kabupatenddamhal ini
Kabupaten Rokan Hulu masihragu di dalam
penetapan lokasinya

2. Masih kurangnya koordinasi penanganan
suntingdi kabupatenbaik koordines di tingkat

kabupaten antar dinas maupun koordinasi
dengan pemerintah Proving Riau

3. Pengtgpaniokusstunting berdasarkan Riskesdas
2013 masih belum tepat, karena ada desa
yangtidak lagi menjadi lokusstunting berdasar
kondis terkini

4. Masih lambannya penerapan stunting di
tingkat desa karena perhatian kepaladesa
lebih kepada infrastruktur dibandingkan
denganintervend stunting

5. Tidek masuknyakegiatan penanganan sunting
dd am rencana pembangunan desasehingga
tidak dianggarkan dalam danadesa

Kebijakan Intervens Sunting Terintegras
Pemearintah Proving Riaubarumengakomadir
penanganan Sunting dalam dokumen perencanaan
reviss RPIMD Tahun 2019-2024. Mengacu
padaMis 1yaitu Mewujudkan Sumber Daya
yang Beriman, Berkualitasdan Berdaya Saing
Global Melalui Pembangunan Manusia
Seutuhnya, kemudian dijabarkan daam Tujuan
1.1: Meningkatkan kuditas SDM yang berdaya
saingdan Sasaran 1.1.2: Meningkatnyakualitas
pelayanan kesehatan masyarakat dengan Indikator
Kinerja (tujuan/impact/ outcome) adalah Pre-
valens Stunting (pendek dan sangat pendek)
padaanak di bawah limatahurn/balita

Daam Evauas Pembangunan Nasional
2017 telah menunjukkan beberapapencapaian
yang baik dalam Peningkatan Dergat Kesehatan
dan Gizi Masyarakat, salah satu indikator yang
digunakan adaah prevdens suntingyaitu 26,10
persen. Mengingat perlunyadukunganfinansa
terhadap penanganan stunting makaPemerintah
pusat telah menganggarkan danatransfer khusus
melaui DanaAlokas Khusus(DAK) 2018 dan
DAK 2019. Nanundaam DAK 2018tidak ada
sub bidang penanganan stunting dalam DAK
Penugasan.

DAK terbagi atas DAK Reguler, DAK
Afirmas danDAK Penugasan. DAK merupakan
dana transfer khusus yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dial okasikan kepada
daerah tertentu dengan tuj uan untuk membantu
mendanal kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah sesual dengan pembagian urusan
ddam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme-
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rintahan Daerah dan sesuai dengan PN yang
bersifat specific grant.

DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB
tahun 2018 memiliki sub bidang Reguler Sub
Bidang Pdayanan Dasar (Kau/K ota), Sub Bidang
Pelayanan Rujukan (Kab/Kota), Sub Bidang
Pdayanan Rujukan (Proving), Sub Bidang Pela
yanan K efarmasi an dan Perbekalan Kesehatan
(Kab/K ota), Sub Bidang Pdlayanan Kefarmadan
dan Perbeka an Kesehatan (Proving), dan Sub
Bidang Keluarga Berencana (K ab/Kota). Se-
dangkan DAK Penugasan 2018 terdiri dari Pe-
nugasan Proving dan Penugasan Kab/K ota.

DAK Penugasan 2019 |ebihjelasmenye-
butkan stunting menjadi sal ah satu bagian dari
subbidang yaitu Sub Bidang Penurunan Stunting
sdaindari Sub Bidang Pengendalian Penyakit,
Sub Bidang rujukan, Sub Bidang Bapelkes.
DAK tersebut diharapkan mampu menunjang
pencapaian target indikator Prevalens stunting
(pendek dan sangat pendek) padaanak bawah
duatahundari 32,9% padatahun 2013 menjadi
28 persen padaakhir RPIMN 20109.

Seiring dengan upaya Pemerintah Pusat,
intervens stunting Proving Riautdah dilakukan
baik meldui strategi intervens spesifik maupun
sengitif. Intervens spesifik yang berkaitan la-
ngsung padagizi ibu dan anak dalam 1000 Hari
PertamaK ehidupan (HPK). Intervens spesifik
sebagian besar berada pada program dan
kegiatan Dinas K esehatan baik DinasK esehatan
Provins: maupun Dinas K esehatan K abupaten
Rokan Hulu dan Kampar. Sedangkan intervens
sensitif berada pada stakeholder lintas sektor
baik di level provins maupun kabupaten.

Lintassektor yangterlibat ddamintervens
stunting Provinsi Riau terdapat 6 OPD, yaitu
Dinaskesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Dinas Tanaman Pangan, Horti-
kulturaDan Perkebunan, Dinas K ependudukan,
Pencatatan Sipil, Dinas Pengendaian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi. Sedangkan
intervens lainnyalebih banyak melibatkan Pe-
merintah Kabupaten dan Pemerintah Desa. Inter-
vend stunting lintassektor memerlukan koordi-
nasi yang baik dan perlu dituangkan dalam
komitmen bersamayang ditandatangani bersama
antar OPD terkait.

Padakoordinasi di level provins sebagal
middle management belum ditemukan adanya
koordinasi lintas sektor sehinggaprogram dan
kegiatan yang adaberja an masing-masing dengan
sasaran yang berbeda. Koordinasi akan lebih
menghasilkan hasil yang optima jikaadakese-
pakatan bersamamisa nyadalam pembangunan
rumah sehat layak huni diprioritaskan kepada
locus desa stunting maupun kegiatan lainnya.
BerhasiInyapembangunan kesehatan daerah atas
hasi| snergisitasperan aktor-aktor pembangunan
kesehatan, dari pemerintah, masyarakat, tokoh
agama, LSM, paraasosiasi profesi dan pemer-
hati bidang kesehatan (Salesman & Rahmat,
2017).

SIMPULAN

K ehijakan penangananstunting di Proving
Riau masih on thetrack, namun beberapaper-
masal ahan terkait koordinasi, pendanaan dan
partispad dari gparat desamenjadi permasdahan
yang umum terjadi di duakabupaten lokus. Pe-
merintah secaraterstruktur mula dari pemerintah
pusat dan daerah telah melakukan berbagai
upayaintervens terhadap stunting. Pemerintah
Rokan Hulu melaui Dinas K esehatan telah me-
lakukan beberapa program dan kegiatan yang
berkaitan dengan intervensi stunting. Target
pencapaan kinerjaDinasK eschatantd ah dimuat
kedaam perjanjiankinerjadan dilgporkan ddam
Laporan Kinerjalnstans Pemerintah (LK]IP).

Pemerintah pusat telah menganggarkan dana
transfer khususmelalui DanaAlokasi Khusus
(DAK) 2018 dan DAK 2019. Pemerintah Pro-
ving Riau baru mengakomodir penanganan Sun-
ting daam dokumen perencanaanrevis RPIMD
Tahun 2014-2019. Intervens stunting Proving
Riauteah dilakukanbaik medui strategi inter-
vens spesifik maupun sengtif. Intervens spesifik
sebagian besar berada pada program dan ke-
giatan dinas K esehatan baik Dinas K esehatan.
Sedangkan intervens sengtif beradapadastake-
holder lintassektor baik di leve proving maupun
kabupaten. Koordinasi di level Proving belum
ditemukan adanyakoordinasi lintas sektor se-
hingga program dan kegiatan yang adaberjdan
masi ng-masing dengan sasaran yang berbeda.
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